
SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMIUHAN UMUM KAETUPATEN SUMBAWA BARAT
NoMOR: 8/HM.03.s-Kptl s2O7 I wU -Ka.b I m / 2O2t

TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEXVILIHAN UMUM

KAE}UPATE},.I SUMBAWA B{RAT

KETUA KOMISI PEMIUIIAN UMUM KAIIUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk meningkatkan peralan dan fungsi koordinasi

kehumasan altara Komisi pgmiliharr Umum, l(smi5i psmilihen

Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

perlu dibentuk Koordinasi Kehumasan dflingkungan Komisi

Pemiliha:r Umum Kabupaten S rmbawa Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud

pa.da huruf a, perlu menetapkal Keputusan l(e6hi pgmilihan

Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Badan Koordinasi

Kehumasan I(misi Femi[han Umum Kabupatn Sumbau,a Ehra!

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tanbahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undalg-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang l^ayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9

Nomor 112, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaral Negara

Republik Indonesia Talun 2Ol5 Nomor 23, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimala telah beberapa krli diubalh, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Talun 2020 tentang Perubaian 11s';ga atas Undang-Undang

Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
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Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O14

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Iembaran Negara Nomor

65a7\
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umun (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6109);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informa'rka Nomor 35

Tahun 2Ol4 tentang Badaa Koordinasi Hubungan

Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O14

Nomor 1404);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Pengeblaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan

I{omisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia

Talun 2O15 Nomor 456);

7. Peraturar Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017

tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam
p6milihan Gubernur d61 g/akil Gubernur, Bupati dan Wrkil

Bupati dal/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2O18

tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi

Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

9. Peraturan Ke6i5i psrnilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemi'lihan

Umum, Komisi Pemilihal Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Talun 2019 Nomor 320), sebagaimana diubah

dengan Peratural Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2O2O tentang Perubal.al atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 8 Tahul 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pernilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

lndonesia Tahvt, 2O2O Nomor 201);

10. Peraturan K6nl5i psani'lihan Umum Nomor 14 Tahtrr: 2O2O

tentang Tugas, Fungsi, Susunal Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pernilihan Umum, Sekretariat

Komisi . .
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Komisi Pemilihan Umurn kovinsi dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupate{Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O20 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN S1JMBAWA

BIqRAT TENTAI{G BADAI{ KOORDINA,SI KEHUMASAN KOMISI

PF,IVIILIHAN I.,MUM KAH.,PAIEX{ SIJMBAWA BARAT.

Membentuk Badan Koordinasi Kehurnasan Komisi Pemilihan

Umum Kabupa.ten Sumbarra Barat yang selanjutnya disingkat

Bakohumas KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasal KPU Kabupaten

Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud dqlqrn Diktum KESATU

terdiri dari Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat yang

membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi

Masyarakat serta Sub Bagian yaag membidangi Teknis

Penyelenggaraan Umum, Partisipasi, Hubungal Masyarakat pada

Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

Susunal Pengums Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sumbawa Elarat/Bakohumas KPU Kabupaten

Sumbawa Barat terdiri atas:

a. Pembina:

1. Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Arrygota KPU Kabupaten Sunbawa Barat.

b. Ketua adalah Sekretaris KPU Xabupaten Sumbawa Barat.

c. Ketua Pelaksana adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Umum, Partisipasi, Hubungal Masyara-kat pada Sekretariat

KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

Badan Koordinasi Kehumasa:r Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimala dimaksud dalam

Diktum KESATU bertugas:

a. Melakukal Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum dengan

Komisi Pemilihal Umum Provinsi dan Komisi Pemithan

Umum Kabupa.ten/ Kota untuk kelancaran arus informasi

altara satuan kerja;

b. Melakukan Koordinasi dan kerjasama dengal Badan

Koordinasi Kehumasal pada Instansi/Lembaga Pemerintah

tingkat Pusat/ Daeral;

c. Merencanakan dal melaksanakal kegiatan kehumasan;

d. Menghimpun . .
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d. Menghimpun dan mengelol;a dan menyalurkan data/informasi

kehumasan yang diperlukan; dan

e. Melaporkal hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepa.da

Ketua Komisi psrnilihan Umum.

Segala biaya yang rmbul akibat diterbitkannya Keputusan ini
dibebankal pada DaftEr Isian Pelnksanaan Anggaran (DIPA)

Komisi Pemilihan Umum Kabupa.ten Sumbawa Barat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkar.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal, 23 Maftt 2O2l

KETUA KOMISI PEMILII{AN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

DENI.IY SAPUTRA

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

SUMBAWA BARAT

wa_r

SEIBET

Kasu

?
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